SALINAN

LURAH DLINGO

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH DLINGO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DLINGO,

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan
yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Dlingo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu
menentapkan  Peraturan  Kalurahan  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
(Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lebaran Republik Indonesia
Nomor 5339);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah /Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1051);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah =~ Kalurahan (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2019 Nomor 134)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Bupati Bantul Nomor 134 Tahun
2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah =~ Kalurahan (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 128);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
Peraturan Bupati Bantul 87 Tahun 2020 tentang
pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum
Kalurahan (Berita Dearah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 87)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 tahun 2020
tentang Pedoman Standar Layanan Informasi
Publik Kalurahan (Berita daerah Kabupaten bantul
Tahun 2020 Nomor 121);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun 2023
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran
Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
Peraturan Desa Dlingo Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Dlingo
Tahun 2019 Nomor 03);



25. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 06 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan Dlingo (Lembaran
Kalurahan Dlingo Tahun 2020 Nomor 06);

26. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 06 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan Dlingo (Lembaran
Kalurahan Dlingo Tahun 2020 Nomor 06);

27. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan
Dlingo Tahun 2023 Nomor 8);

28. Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita
kalurahan Dlingo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula
berjumlah (berkurang sejumlah (serratus delapan juta

empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi
dengan rincian sebagai berikut:




Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Pelaksana Teknis
sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan
Dlingo.



Ditetapkan di Dlingo
pada tanggal 31 Juli 2024
LURAH DLINGO,

ttd
AGUS PURNOMO

Diundangkan di Dlingo
Pada tanggal, 31 Juli 2024
CARIK DLINGO,

ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

BERITA KALURAHAN DLINGO TAHUN 2024 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

an Carik Dlingo



